
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK 

 
 

 Nomor Stándar Ope rasional Prosedur 06 /KEP-dinsosdukcapil-1.1/2019 

Tanggal Pe mbuatan 10 Juli 2019 

Tanggal Re visi  

 

Disahkan ole h 
 

Ke pala Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi 

PPID 
PROVINSI JAMBI 

Nama Standar Ope rasional Prose dur: 
Uji Konse kuensi Informasi Publik 

 
Dasar Hukum: 

Kualifikasi Pe laksana: 
 

1.   Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008  te ntang  Ke te rbukaan 

Informasi Publik; 
2.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 te ntang Pe layanan Publik; 
3.   Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 te ntang Ke arsipan; 
4.   Pe raturan Pe me rintah Re publik Indone sia Nomor 61 Tahun 2010 

te ntang Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Ke te rbukaan Informasi Publik; 

5.   Pe raturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 te ntang Standar 
Layanan Informasi Publik; 

6.   Pe raturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 te ntang Prose dur 

Pe nye le saian Se ngke ta Informasi Publik; 
7.   Pe raturan   Komisi   Informasi   Nomor   1  Tahun   2017   te ntang 

Pe ngklasifikasian Informasi Publik; 
8.   Pe raturan Me nte ri Dalam Ne ge ri Nomor 3 Tahun 2017 te ntang 

Pe doman  Pe nge lolaan  Pe layanan  Informasi  dan  Dokume ntasi 
Ke me nte rian Dalam Ne ge ri dan Pe me rintahan Dae rah; 

1. Se kre taris Dae rah se laku Atasan PPID 

2. Ke pala Dinas Komunikasi dan Informatikan se laku Ke tua PPID Utama 
3. Ke pala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik se laku Pe jabat yang 

me mbawahi Bidang Pe ndukung Se kretariat PLID 
4. Ke pala Se ksi Pe ngelolaan Dokume ntasi dan Informasi 

5. Pranata Arsiparis 
6. Pranata Kompute r 
7. Pranata Humas 



 

 

Ke te rkaitan:  Pe ralatan/Perlengkapan: 

  - Lembar Ke rja dan Re ncana Ke rja 
  - Te rm of Re ference 

- Kompute r 
- ATK 
- Jaringan Internet 

Pe ringatan:  Pe ncatatan dan Pe ndataan: 

  Disimpan dalam be ntuk softcopy dan hardcopy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P ELAKSANA 

 

 
P ENDUKUNG 

 
NO                  KEGIAT AN 

 

P P ID 
Utama dan 

P P ID 

P embantu 

 

T im 

P ertimbangan 
P elayanan 
Informasi 

 
 
OP D            pemohon           Kelengkapan                        Waktu                                Output 

 
Ket

 

1 Melakukan kajian atas   Berkas permohonan Setiap saat Berkas permohonan 

 informasi/dokumen yang   informasi/dokumen  informasi yang telah diisi 

 tidak termasuk dalam DIP 
dengan melibatkan Tim 

  dari pemohon 
informasi 

 lengkap dan dilampiri 
fotocopy/scan identitas 

 P erimbangan Pelayanan 
Informasi. 

    diri (NIK) 

2 Memberikan pertimbangan   Dasar hukum : UU P ada hari dan jam kerja Surat Keputusan T im 

 atas informasi/dokumen 
yang bersifat rahasia 

  KIP 14 T ahun 2008 
dan P ERKI No. 1 

 P ertimbangan Pelayanan 
Informasi 

 berdasarkan UU, kepatutan , 
dan kepentingan umum. 

  T ahun 2010   

3 Menyampaikan kepada PPID 
atas status 

  Informasi/dokumen 
yang telah 

P ada hari dan jam 
kerja, maksimal 10 

Informasi/dokumen dari 
P erangkat Daerah 

 informasi/dokumen yang 
diminta pemohon informasi, 

  dinyatakan terbuka 
untuk publik 

(sepuluh) hari kerja, 
sejak permohonan 

 

 apakah termasuk rahasia 
atau terbuka. Jika 

   informasi teregistrasi  

 informasi/dokumen yang 
dimaksud  adalah terbuka, 

     

 maka P P ID memerintahkan 
kepada komponen/Perangkat 

     



 

 

 Daerah untuk menyerahkan 
informasi/dokumen yang 

dimaksud. Jika status 
informasi/dokumen oleh Tim 
P ertimbangan Pelayanan 

Informasi dinyatakan 
rahasia, maka P PID 
membuat surat penolakan 

kepada pemohon informasi. 

        

  

4 Memberikan informasi yang 

diminta oleh pemohon 
informasi dengan 
menandatangani tanda bukti 

penerimaan atau 
memberikan surat penolakan 
kepada pemohon jika status 

informasi/dokumen 
dinyatakan rahasia. 

     Informasi/dokumen 

yang diminta oleh 
pemohon informasi 
atau surat 

penolakan jika 
informasi/dokumen 
tersebut 

dikategorikan 
rahasia 

Maksimal diberikan 

perpanjangan 
pemenuhan 
permohonan informasi 

selama 7 (tujuh) hari 
sejak pemberitahuan 
tertulis diberikan dan 

tidak dapat 
diperpanjang lagi 

Informasi publik yang 

diminta oleh pemohon 
informasi atau surat 
penolakan 

 

 

          

 


